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PENDAHULUAN

Pengunduran diri mantan Presiden Soeharto pada tahun 1998
merupakan awal terbentuknya era re%ormasi yang menggantikan rezim orde
baru yang telah berkuasa selama lebih kurang 32 tahun terakhir. Runtuhnya
rezim. ordé baru berarti berakhir pula sistem pemerintahan setralistik yang
selama ini telah menyesengsarakan rakyat lndone;-sia baik secara ekonomi,
hukum dan politik. Dengan lahirnya reformasi juga melahirkan sejuta harapan
di. hati rakyat Indonesia akan perbaikﬁn ekonomi, hukum dan politik yang
selama ini merupakan impian belaka akan mungkin menjadi realita.

Setelah pidato pengunduran diri presiden Soeharto dibacakan dan
sesaat kemudian dilakukan pula pelantikan terhadap wakil presiden Habibie
sebagai presiden yang baru, maka sejak saat itu secara resmi Soeharto tidak
lagi memiliki legitimasi. Pelantikan presiden Habibie menjadi presiden
Republik Indonesia yang ke-3 oleh sebagian kalangan dianggap
inkonstitusional karena pelantikan tidak dilakukan di gedvung MPR/DPR R,
namun sebagian kalangan menganggap hal itu wajar-wajar saja karena
berdasarkan UUD 1945 pasal 8 yaitu:” Jika presiden mangkat, berhenti atau
tidak dapat melakukan kewajibannya selama masa jaWatannya, ia diganti oleh
wakil presiden sampai haﬁis wakiunya”. Sejak saat itu reformasi mulai

berjalan di bumi pertiwi ini, schinga diperlukan pemilu pertama di era ini




karena pemilu pada tahun 1997 dianggap gagal. Kegagalan pemilu tersebut
dapat dibuktikan oleh Golongan Karya yang unggul 80% dalam pemilu tahun

1997 tidak melakukan apa-apa dalam menilai pidato pertanggungjawaban

Pesta Demokrasi yang mengusung “ Demokrasi” sebagai jargonnya
disambut meriah oleh rakyat Indone\sia yang dapat dilihat dari tingginya
partisipasi masyarakat dalam bidang politik. Partisipasi itu diwujudkan dengan
pendirian partai politik yang akan menjadi peserta dalam pemilu. Jumlah
partai yang begitu besar sempat membuat .kekhawatiran akan suksesnya
penyelenggaraan pemllu yang adil dan damai. Akan tetapi pada kenyataannya
pemilu dengan sistem multi partai itu terlaksana dengan cukup balk pada
tahun 1999, Perjalanan reformasi tak hanya sampai disita saja, untuk
mewujudkan pemerintahan yang baik dan dalam rangka mewujudkan negara
demokrasi yang akan dilanjutkan olch pemerintahan Megawati Soekamo Putri
yang terpilih pada pemilu tahun 1999 dengan wujud pelaksanaan pemilu
langsung tahun 2004.

Pelaksanaan pemilu langsung tahun-2004 tak lepas dari berbagai
kekurangan, namun hal ita dapat diterima karena mengingat bahwa negara
Indonesia yang mengaku dirinya sebagai negara yang demokrasi untuk
pertama kalinya akan melaksanakan pemilu secara langsung yang berarti
sebagai penyerahan hak dan kedaulatan yang besar kepada rakyat. Kerja keras

Komisi Pemlihan Umum sebagai lembaga yang independen untuk

! fnu Kencana Syafiie, Teori dan Analisis politik Pemerintahan dari Orde lama, Orde Baru sampai
Reformasi, PT. Pertja, Jakarta 1999, Hal 76.
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mensukseskan pemilu langsung merupakan suatu prestasi yang bagus di usia
yang masih dini.

Sistem pemilihan umum diartikan sebagai suatu kumpulan metode atau
cara wm;'a masyarakat memilih para wakil mereka. Pemilihan presiden dan
wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2004 sangat
menarik wntuk dikaji karena pada p:emﬂu ini merwpakan kali pertamanya
masyarakat dapat ikut serta berpartisipasi dalam memilih Presiden dan Wakil
Presidennya sesuai dengan kehendak masyarakat.

Dalam pemilihan Presiden secara langsung partai politik memerlukan
keterlibatan kelompok-kelompok atau suku-suku untuk meﬁggalang suatu
kekuatan atau dukungan, sehingga kelompok-kelompok dan suku-suku yang
ada dapat menjadi wadah yang sangat efektif sebagai alat untuk memobilisasi
massa. Dengan adanya keterlibatan kelompok atau suku-suku dalam pemilu
akan mempengarvhi seorang pemilih untuk menentukan figur presiden dan
wakil presiden yang akan menjadi pilihannya.

Indonesia sebagai scbuah negara kepulauan yang terdiri dari berbagai
macam bahasa dan adat istiadat membuat -Indonesia memiliki cifi khas
tersendiri bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Semua perbedaan
yang kita miliki hendaknya tidak mejebak kita pada sikap sukuisme,
khauvinisme dan hal-hal lainnya yang dapat membuat terpecah belah, akan
tetapi di atas berbagai macam perbedaan itulah bangsa Indonesia dapat bersatu
padu dengan Tasa kebaﬁgs;an dan nasionalisme yang kuat. Persatuan dan

kesatuan bangsa yang sampai hari ini sepatutnya dapat dipertahankan sampai




kapanpun sebagai wujud bahwa kita tetap melanjutkan dan mengisi
kemerdekaan yang diwariskan oleh para pejuang terdahulu.

Di Indonesia vang plural, partisipasi masyarakat dari berbagai
kalangan termasuk masyarakat suku sangat dibutuhkan demi terwujudnya
del;lok:rasi ‘dan peggalangan kekuatan bagi partai poliik atau capres dan
cawapres yang akan menjadi pese‘rta dalam pemilu. Hal ini tentunya
merupakan hal penting yailg harus diperhatikan oleh juru kampanye agar
mamj;)ﬁ menarik simpati rakyat yang beragam.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia suku adalah golongan
bangsa, sebagian dari bangsa yang besar,- seperti Jawa dan Sunda, golongan
orang-orang sebagian dati orang yang seketurunan (Koto Paliang dan Bodi
Caniago). Suku bukan hanya dipahami sebagai sebuah ciri-ciri fisik atau
biologis tapi pada budaya atau identitas sosial yang menjadi pembeda. Dalam
kelompok suku terdapat konsep yang jelas tentang siapa “kita” dan “mereka”
yang membedakan dan memben petunjuk tentang siapa anggota kelompok
dan siapa anggota-anggota diluar kelompok, akan mempertahankan identitas
dan kebanggaan seseorang sebagai anggoia kelompok etnis tertentu.
Sedangkan suku bangsa adalah kesatuan sosial yang 'dapat dibedakan dari
kesatuan sosial lain bedasarkari kesadaran aken identitas perbedaan
kebudayaan, khususnya bahasa®.

Di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Propinsi

Riau terdapat suaiu kelompok suku yaitu suku Koto Paliang yang memiliki

2 BN. Marbun, Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2002. Hal 513




sistem pemerintahan yarg dihubungkan dengan tokoh legendaris Datuk
Ketemanggungan yang dipengaruhi oleh Adil Yawarman yang pernah menjadi
Maha Mentri di Mejapahit dan penegak kerajaan Pagaruyung, yang
menunjukkan corak otogratis yang terkendali, demikian yang nampaknya pada
susﬁnan kekerabatan suku yang heterogen dan bertingkat-tingkat sebagaimana
peribahasa “Bajanjang naik, batangga ';urun, berpucuk bulat, berurat tunggaﬁg,
berlaras tujuh langgam (bertingkat-tingkat, sistem piramida). Dalam suku
Koto Paliang pengambilan suatu keputusan tidakiah melalui kata mufakat,
melainkan dengan kebijaksanaan Kepala Suku (orang yang ampek).

Dengan adanya perbedaan yang terdapat di Desa Kasikan Kecamatan
Tapung Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau dengan desa-desa Jainnya
yang terdapat di Propinsi Riau yang semua masyarakatnya Melayu yang tidak
memiliki Suku, berbeda dengan masyarakat Desa Kasikan yang juga Melayu
tetapi mereka memiliki Suku yang sama dengan adat Minangkabau sehingga
menimbulkan suatu fenomena tersendiri yang sangat menarik untuk diteliti
tentang bagaimana partisipasi mereka pada pemilu Presiden dan Wakil
Presiden yang sedikit banyak terpengaruh oleh aturan-aturan Suku yang
sedikit banyaknya bersifat mengikat bagi anak kamanakannya seperti adanya

atahan atau himbavan dari Kepala Suku terhadap suatu kegiatan yang

berhubungan dengan partisipasi .
Pada rezim orde baru hak politik rakyat Indonesia terbelenggu oleh
sikap represif pemerintah-sehingga partisipasi politik pada pemilu adalah

semu belaka. Hal ini dialami oleh semua masyarakat Indonesia termasuk




masyarakat suku Koto Paliang. lahirnya reformasi juga disambut meriah oleh
masyarakat suku Koto‘Paliang'dengan wujud berpartisipasi dalam pemilu.
Penentuan pilihan figur presiden pada pemilu di dalam masyarakat suku
tentunya dipengaruhi juga oleh tokeh masyarakat dan kepala sukunya,

selﬁngga untuk mendapatkan dukungan masyarakat suku jura kampanye harus
mampu menarik simpati tokoh da\n kepala suku terlebih dahulu agar
mempermudah menarik sil\npati & kalangan masyarakat suku. Masyarakat
suku Koto Paliang menggantungkan harapan yang besar terhadap perubahan
dan penegakan hukum pada pemerintahan yang baru.

Pada pemilu Presiden 2004 suku Koto Paliang &i Desa Kasikan ikut
andil berpartisipasi dalam pemilu. Suku Koto Paliang di Daerah Kasikan
tempat yang akan diteliti sangat sering ikut meramaikan kampanye Pemilu
Presiden, tetapi di Daerah Kasikan tersebut kampanye Pilpres yang sering
diikuti adalah kampanye Pilpres Susilo Bambang Yodhoyono, karena mereka
menganggap bahwa Susilo Bambang Yodhoyono merupakan sosok yang
paling cocok menjadi presiden bangsa ini.

Di negz{ra—negara demokrasi pada umumnya menganggap bahwa lebih
banyak partisipasi masyarakat atau masing-masing suku yang ada akan lebih
baik. Dalam alam pikiran ini tingginya tingkat partisipasi akan menunjukkan
bahwa ‘warga negara mengikuti dan memahami masalah politik, serta ingin
melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi
yang rendah pada umumnya ‘dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena
berarti banyak warga negara tidak menarvh perhatian terhadap masalah

kenegaraan.




dalam kegiatan-kegiatan itu. Sebaliknya tingkat partisipasi yang rendah pada
umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena berarti banyak warga
negara tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.

Terdapat perbedaan dalam mengukur tinggi rendahnya partisipai masyarakat
di negara-negara Berkembang dan di negara maju. Di negara berkembang partisipasi
yang rendah menunjukkan ketidak puasan wa;rga terhadap pemerintah atau golongan
yang berkuasa. Lain halnya dengail negara yang sudah maju, partisipasi yang rendah
bukan berarti warga tidak puas, bahkan sebaliknya warga telah mempercayai
kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah selama ini.

Bagi negara yang berkembang seperti Indonesia partisipasi ini mendapat
perhatian yang penting, karena melalui partisipasi yang tinggilah kebijakan-
kebijakan pemerintah memperoleh dukungan dari wﬁrga, sehinga mempermudah
pengimplementasian kebijakannya. Dukungan yang tinggi terhadap pemerintah juga
mempermudahpemerintah Indonesia dalam mengelola rakyat yang heterogen dan

terpisah-pisah dipulau satu dengan yang lainnya.

. Perumusan Masalah

Masalah dapat muncul apabila terjadi ketidak sesuaian antara apa yang
diharapkan dengan kenyataan, sehingga berdasarkan latar belakang masalah diatas
muncul pertanyaan “Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat Suku Koto

Paliang di Desa Kasikan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar,

Praninc Rian nada Pemiln Preciden Tahun 2004 di Indonesia ?”.



‘C. Kerangka Dasar Teori
Teori adalah konsep yang saling berhubungan menurut aturan logis
menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa membahas fenomena
tersebut secara ilmiah® Masril Singarimbun dan Softan Effendi mendefinisikan
teo;'i sebagéj serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi 'dan proposisi untuk
menerangkan suatu fenomena sosial a:cau fenomena alami yang menjadi pusat
perhatian.
Dengan demikian dalam penelitian ini dﬁsar-dasar teori yang akan
dikemukakan meliputi hal-hal sebagai berikut :
1. Sistem Politik
Sistem politik menurut David Easton adalah sistem alokasi nilai-
nilai dimana pengalokasian nilai-nilai tersebut bersifat paksaan dengan
kewenangan, dan mengikat masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Sistem
politik itu terdiri dari tiga komponmen yaitu: Pengalokasian mnilai,
pengalokasian bersifat otoritatif, pengalokasian nilai tersebut mengikat
masyarakat secara keseluruhan. Sedangkan menurut Robert A Dahl sistem
politik adalah pola yang tetap dari hubungan-hubungan antar manusia
yang melibatkan kontrol, pengaruh, kekuasaan ataupun wewenang, Sistem
politik merupakan interaksi yang terjadi di dalam masyarakat merdeka,
yang menjalankan fungsi-fungsi untuk menuju integrasi dan adaptasi, baik
yang terjadi di dalam masyarakat itu sendiri maupun vis-a-vis/ terhadap

masyarakat lain, dan selalu mengancam akan digunakannya dan
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digunakannya paksa -ﬁsik yang sedikit banyak bersifat sah (Gabriel

Almond), sehingga dapat diambil kesimpulan politik adalah sistem

interaksi hubungan yang terjadi dalam masyarakat, dimana dialokasikan

ada masyarakat, dan pengalokasian nilai-nilai tersebut

-menggﬁnakan paksaan fisik yang sedikit banyaknya bersifat sah.

Dalam sistem politik terdapat tiga l\msur, yaitu:

a. Sistem interaksi yaitu adanya jalinan kegiatan dan hubungan yang

~ saling berkaitan diantara kegiatan dan aktor yang satu dengan yang
lain

b. Nilai-nilai yang dialokasikan yaitu sesuatu yang dihargai secara tinggi
dalam masyarakat. Harold Lasweil: kekuasaan, kesejahteraan,
kesehatan, keadilan, penghormatan dan kemampuan. Karl Deutcsh:
keamanan dan kebebasan.

c. Paksaan fisik yang sedikit banyak bersifat sah yaitu sedapat mungkin
penggunaan paksaan fisik dihindarkan tetapi dinegara totaliter
seringkali terjadi.

Ciri-ciri sistem politik menurut Gabrie! Almond yaitu:

a. Semua mempunyai struktur/lembaga

b. Semua menjalankan fungsi yang sama, tetap berbeda intensitas dan
frekuensi.

c. Semua struktur mempunyai sifat multi-fungsional, walaupun
terspesialisasikan. |

d. Semua merupakan sistem campuran dilibat dari budaya politik.
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Sementara menurut David Easton ciri-ciri sistem politik ada 4,
yaitu:

a. Identifikasi (c¢iri khas) yaitu untuk mengidentifikasikan sesuatu itu
termasuk dalam sistem politik mempunyai kriteria tindakan politik
yaitu tindakan yang mempengaruhi pembuatan keputusan dan

_ kebijakan. \

b. Difrensiasi yaitu adhnya pembagian kerja ylang akan menimbulkan
beragam tindakan politik dan berbagai peran politik

¢. Integrasi

d. Fungsi input dan out put

Sistem politik dapat diperkenankan sebagai seperangakat interal-gsi
yang diabstraksikan keseluruh tingkah laku sosial, dimana pengalokasian
nilai tersebut dilakukan secara otoritatif (dengan kekuasaan kewenangan)
kepada masyarakat. Sedangkan konsep sistem politik mepurut A. Dahl
sistem politik adalah pola-pola interaksi yang tetap dari hubungan antar
manusia dalam suatu masyarakat yang melibatkan kontrol, pengaruh,
kekuasaan dan wewenang, Sementara menurut Gabriel A. Almond sistem
politik adalah sistem interaksi vang terjadi dalam masyarakat merdeka
yang menjalankan fungsi adaptasi (menyesuaikan terhadap lingkungan)
dan integrasi (upaya untuk mencapai persatuan dan kesatuan dalam

masyarakat)."'

4 Mohtar Ms’oed Colin Mal Andrews, Perbandingan Sistim Politik, Gadjah Mada University
Press, hal 1-32.
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Jadi sistem politik adalah suatu sistem interaksi yang terjadi dalam
masyarakat melalui mana dialokasikan nilai-nilai, dengan menggunakan
paksaan yang bersifat sah (otoritatif).

Sistem interaksi berarti adanya interaksi antar aktor politik, baik
individit dengan individu, individu dengan institusi atau institusi dengan
institusi. ‘

" Pengalokasian nilai-nilai yang dianggap berharga dalam suatu
masyarakat yang bisa jadi berbeda antar satu masyarakat dengan
masyarakat yang lain, tergantung pada kebutuhannya.

Pada dasarnya konsep sistem politik dipakai untuk keperiuan
analisis, dimana suatu sistem bersifat abstrak pula. Dalam konteks ini
sistem terdiri dari beberapa variabel. Disamping itu konsep sistem poliik
dapat diterapkan pada suatu situasi yang konkrit, misalnya negara, atau
kesatuan yang lebih kecil, scperti kota, atan suku bangsa ataupun kesatuan
yang lebih besar seperti dibidang internasional, dimana sistem politik
terdiri dani berbagai negara.

Konsep sistem politik di dalam pencrapan pada situasi yang
konkrit, seperti negara mencoba mendasarkan studi tentang gejala-gejala

poltik dalam konteks tingkah laku di dalam masyarakat. Tingkah laku

Menurut pemikiran ini masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang
pada hakikatnya terdin dari bermacam-macam Proses. Diantara

bermacam-macam proses ini dapat dilihat gejala-gejala politik sebagai
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suatu kumpulan proses terseﬁdiri yang berbeda dengan proses-proses
lainnya. Inilah yang dinamakan sistem politik.”

Sistem politik ini hanya merupakan salah satu dari bermacam-
macam sistem vang terdapat dalam suatu masyarakat, seperti misalnya
‘sistem ekonomi, sistem teknik dan sebagainya. (oleh karena semua sistem
ini berada dalam suatu masyarakat, atau sistem sosial, maka sering sistem
el;onomi dan sebagiannya dinamakan sub-sistem, yaitu sub-sistem
ekonomi, sub-sistem politik dan sebagainya).

Setiap sistem masing-masing mempunyai fungsi tertentu yang
dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan hidup dan mencapai, tujuan
dari masyarakat tersebut. Sistem-sistem ini merupakan lingkungan
(environment) dari sistem politik. Sistem-sistem mempengaruhi jalannya
sistem politik serta pelaku-pelaku politik. Dalam konsep sistem politik ini
kita temukan istilah-istilah seperti proses, struktur dan fungsi. Proses
adalah pola-pola (sosial dan poltik) yang dibuat oleh manusia dalam
mengatur hubungan antara satu sama lain. Pola-pola ini ada yang jelas
kelihatan, ada juga yang kurang jelas tampak. Dalam suatu negara,
lembaga-lembaga seperti parlemen, partai, birokrasi sckalipun telah
mempunyai kehidupan sendiri, sebenarnya tak lain dari proses-proses yang
pola-pola ulangannya sudah mantap. Mereka mencerminkan struktur
tingkah-laku (structure of behavior). Struktur mencakup lembaga-lembaga
formil dan informil seperti parlemen, kelompok kepentingan, kepala

negara, jaringan komunikasi dan sebagainya.

5 Mariam Budiharjo, Dasar-dasar Himu Politik, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1999.46-49.




13

Seperti yang telah diterangkan diatas, sistem politik
menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu uptuk masyarakat. Fungsi-fungsi
itu adalah membuat keputusan-keputusan kebijakan ( policy decisions)
ngikat mengenai alokasi dari nilai-nilai (baik yang materi,

maupuﬁ yang non materi). Keputusan-keputusan kebijakan ini diarahkan
kepada tercapainya tujuan-tujuan r;lasyarakat, sistem politik menghasilkan
“output” yaitu keputusah—keputusan kebijakan-kebijakan yang mengikat.
Dengan kata lain: melalui sistem politik tujuan-tujuan masyarakat
dirumuskan dan selanjutnya dilaksanakan oleh keputusan-keputusan
kebijaksanaan.

Sistem politik disebut sebagai sistem “ sistem terbuka” (open
system). Oleh karena terbuka untuk pegaruh dari luar sebagi akibat dari
interaksi dengan sistem-sistem lainnya . maka dari itu seorang sarjana ilmu
politik harus mampu untuk melibatkan aspek-aspek non politik dari
kehidupan sosial dalam penelitiannya. Proses dalam setiap sistem dapat
dijelaskan sebagai input dan output. Begitu juga dengan suatu sistem
politik yang konkrit, seperti negara, terjadi proses semacam itu. Dapat
dilihat suatu pola tertentu dalam hubungan dan interaksi antara sistem
litik dan lingkungan. Yang dinamakan input (yang datang dari
lingkungan) ialah tuntutan serta aspirasi masyarakat dan juga dukungan
masyarakat. Dalam sistem politik input ini diolah dan diubah (conversion)
menjadi output, keputu;san-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan

yang mengikat dari pemerintah, keputusan-keputusan ini mempunyai
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pengaruh, dan pada -gilirannya dipengaruhi oleh lingkungan sistem lain,
seperti sistem ekonomi, sistem teknik, dan sebagainya. Dengan demikian
feedback (unpan balik) dari output yang kembali menjadi input baru
i pengaruh-pengaruh dari uar ini. Dan demikian seterusnya.

Salah satn aspek penting dalam sistem politik adalah budaya
p9litik {political culture) yang mencerminkan faktor, subyektif. Budaya
politik adalah keselurthan dari pandangan-pandangan politik, seperti
norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup
pada umumnya. Budaya politk mengutamakan dimensi psikologis dari
suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap, sistem-sistem kepercayaan, simbol-
simbol vang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam
seluruh masyarakat, serta harapan-harapannya. Kegiatan-kegiatan politik
seseorang misalnya, tidak banya ditentukan oleh tujuan-tujuan yang
didambakannya, akan tetapi juga oleh harapan-harapan politik yang
dimilikinya dan oleh pandangannya mengenai situasi pohtik.

Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi
antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang
terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai
kekuasaan, kepemimpinan dan sebagainya.

Umumnya dianggap bahwa dalam sistem politik terdapat 4
variabel:

a. Kekuasaan : Sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan antara
lain membagi sumﬁer—smnber diantara kelompok-kelompok dalam

masyarakat.
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b. Kepentingan ; tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku-pelaku atau

kelompok-kelompok politik.
¢. Kebijaksanaan: Hasil dari Interaksi antara kekuasaan dan kepentingan,

biasanya dalam bentuk perundang-undangan.
.d. Budaya politik : Orirntasi subyektif dari individu-individu terhadap

sistem politik |

2. Masyarakat
Adanya bermacam-macam wujud kesatuan kolektif manusia
menyebabkan bahwa kita memerlukan beberapa istilah untuk membeda-
bedakan berbagai macam kesatuan manusia, kecuali istilah yang paling
lazim yaitu masyarakat, ada istilah khusus menyebut kesatuan-kesatuan
khusus yang merupakan unsur-unsur dari masyarakat, yaitu kategori
sosial, golongan sosial, komunitas, dan perkumpulan. Masyarakat
merupakan istilah yang paling lazim dipakai untuk menyebut kesatuan-
kesatuan hidup manusia, baik dalam tulisan ilmiah maupun dalam bahasa
sehari-hari, adalah masyarakat. Dalam bahasa Inggris dipakai isti.lah
society yang berasal dari bahasa Latin socius, yang berarti “kawan”. Istilah
masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti “ikut
serta” berpartisipasi.
Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling “bergaul”

atau dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suvatu kesatuan manusia

dapat mempunyai perasaan melalui apa warga-warganya dapat saling

R FE g Uy
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dengan berbagai macam prasaranan yang memungkinkan para warganya

untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekgensi yang tinggi.

Masyarakat secara khusus dapat dirumuskan scbagai berikut:
masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut
.suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat
olch identitas bersama. \

Sebagai mana hélnya dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, objek sosial
adalah masyarakat yang dilihat dari sudut hubungan antara manusia dan
proses yang timbul dari hubungan manusia dalam masyarakat oleh karena
jstilah masyarakat terlalu banyak mencakup berbagi faktor, schingga
walaupun  diberikan  suatu defenisi yang Dberusaha mencakup
keselurvhannya masih ada juga yang tidak memenuhi unsur-unsurmya,
beberapa orang serjana telah mencoba memberikan defenisi masyarakat
seperti misainya:

a. Magc Iver dan Page yang mengatakan bahwa “masyarakat ialah: suatu
sistem dari kebiasaan dan tata cara dari wewenang dan kerja sama
antar berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah
laku serta kebebasan manusia, keseluruhan yang sesalu berubah ini
kita namakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan
sosial dan masyarakat selalu berubah”

b. Ralph Linton “ masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang

telah hidup bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur
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diri mereka dan menganggap dm mereka sebagai suatu kesatuan sosial
dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

¢. Selo Soemardjan menyatakan bahwa masyarakat adalah orang-orang
yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. |

Walaupun defenisi dari sarjana tersebut berlainan akan tetapi pada

dasarnya isinya sama yaitu masyarétkat yang mencakup beberapa unsur:

a, Manusia yang hidup-bersama
Di dalam ilmu sosial tidak ada ukuran yang mutlak ataupun angka
pasti untuk menentukan beberapa jumiah manusia yang harus ada,
akan tetapi secara teoritis angka minimalnya ada dua.orang yang hidup
bersgma. |

b. Bercampur untuk waktu yang lama
Kumpulan dari manusia tidaklah sama dengan benda-benda mati
umpama meja, Kkursi dan schagainya oleh karena deangan
berkumpulnya manusia maka akan timbul manusia-manusia yang baru,
manusia itu juga memiliki keinginan-keinginan untuk menyampaikan
kesan-kesan atau perasaan —perasaannya sebagai akibat hidup bersama
itu, timbullah sistem komunikasi dan timbullah peraturan-peraturan
yang mengatur antar manusia dengan kelompok tersebut.

c. Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan

d. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama, sistem kehidupan
bersama menimbulk:an kebudayaan, oleh karena itu setiap anggota

‘kelompok merasa terikat satu dengan yang lainya.
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3. Perilaku Politik

Secara teoritis telah banyak para ahli menjelaskan arti perilaku.
Prilaku dalam kamus Bahasa Indonesia adalah tingkah laku atau perbuatan
individu atau tanggapan individu yang terwujud dalam gerakan atau sikap
‘dalam pembahasan psikologi dipandang sebagai reaksi yang dapat bersifat
sederhana atau kompleks. Atau a];tivitas-aktivitas dalam pengertian yang
luasi yaitu penlaku yang nampak (overt behavior) dan atau perilaku yang
tidak nampak (inert behavior). Ada ahli yang memandang bahwa perilaku
sebagai Tespon terhadap stimulus, akan sangat ditentukan oleh keadaan
stimulusnya. Hubungan stimulus dan respon seakan-akan bersifat
mekanitas, pandangan semacam ini pada umumnya merupakan pandangan
yang bersifat behavioristik.

Jadi dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perilaku
merupakan aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau
kelompok terhadap suatu objek tertentu. Sedangkan perilaku politik
diartikan sebagai fungsi dari kondisi sosial, ckonomi dan fungsi
kepentingan. Oleh karena itu, perilaku politik sebagian diantaranya adalah
produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat
atau golongan dalam masyarakat tersebut. Lebih lengkapnya seperti
dikemukakan oleh Jack C. Plome, Robert dan Helena bahwa perilaku
politik merupakan pikiran dan tindakan manusia yang berkaitan dengan

proses memerintah. Yang termasuk perilaku politik adalah tanggapan-

L IS B -l Pl Jnia rasralrimand Aan i
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kegiatan-kegiatan yang nampak, pungutan suara, gerak, protes, kaukus dan
_kampanye.6

Perilaku politik dapat juga diartikan sebagai perbuatan, perlakuan
atau tindakan dan juga aksi yang dijalankan individu atau kelompok dan
Amasyar'akat sebagai respon simultan dan pemanfaatan kekuzsaan dalam
suatu masyarakat, bangsa dan neg;ua yang sering muncul dalam berbagai
bentuk.

Ramlan Subakti mendeﬁm31kan perilaku politik sebagat kegiatan
yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksenaan keputusan
politik. Interaksi antara pemerintah dan masyarakat, antar lembaga
pemerintah, dan antara kelompok dengan individu dalam masyarakat
dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan dan penegakan keputusan
politik’. Berkenaan dengan hal tersebut, perilaku politik dapat dipandang
sebagai segala aktifitas yang dilakukan oleh manusia sebagai reaksi dalam
sistem politik.

Perilaku politik dipengaruhi oleh faktor yang multi dimensional.
Faktor yang mempengaruhi perilaku politik individu dan kelompok:

a. Di lingkungan sosial politik tak Ingsung, seperti sistem politik, sistem
ekonomi, sistem budaya dan media massa.

b. Lingkungan sosial politik langsung yang mempengaruhi dan
membentuk Kepribadian aktor politik seperti, keluarga, agama,

sekolah, dan lingkungan pergaulan.

6 Salffudm Azwar, Srkap Manusm, Pustaka Pe]ajar Yogyal.arta., 1995, hat 27

Ay Lot 1



20

c. Struktur kepribadian yang tecernun dalam sikap individu.
d. Taktor sosial politik langsung yang berupa situasi yaitu keadaan yang

mempengaruhi aktor secara langsung akan melakukan kegiatan,

Kajian tentang perilaku politik terpusat pada perilaku manusia
yang menyangkut soal politik atau \perilaku manusia dalam kontek politik.
Artinya bahwa perilak\i politik hanya merupakan salah satu aspek dan
perilaku manusia pada umunya dan terkait erat dengan perilaku lainnya
seperti perilaku ckonomi, perilaku sosial, perilaku budaya dan perilaku
agama’.

Perilaku politik juga dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang
berkaitan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan swatu keputusan.
Kegiatan ini dilakukan bak oleh Pemerintah maupun masyarakat.
Pemerintah melaksanakan fungsi-fungsi Pemerintahan (suprastruktur
politik), sebaliknya masyarakat menjalankan fungsi-fungsi  politik
(infrastruktur politik).

Studi prilaku politik bisa terfolus pada individu (aktor) dan bisa
pula kelompok atau institusi (Jembaga). Kendatipun terfokus pada
lembaga, perilaku politiknya tidak hanya diarahkan lewat aturan-aturan

dan prosedur-prosedur yang ada pada lembaga secara formal, tetapi juga

8 Abdul Munir Mulkhen, Perubahan Prilaku Politik dan Polarisasi Umat Islam 1965-1987.CV.
Rajawali Press, Jakarta 1989, Hal 7

9 Dennis Kavanagh, Political Science anf political behaviour, London George Allen and Unwin
Ltd, 1983, Hal 8
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bisa melalui perilaku aktual dan orientasi dari pada individu yang

berpengaruh atau menjadi tulang punggung dalam lembaga tersebut.

3. Partisipz;si Politik

Kata partisipasi merupakan dari bahasa Belanda, yaitu participatie
yang sebenarnya berasal dari bahasa latin vaitw. participatis. Perkataan
participatis perkataan partisipatis itu sendiri terdiri dari dua kata yaita
paus yang berarti bagian dan cipare yang berarti mengambil. Dari dua
suku kata tersebut participatis berarti mengambil bagian. Perkataan
participatis itu senditi dari kata kerja participare yang berrti ikut serta. Itu
arti kata partisipasi secara etomologis (menurut asal kata)."?

Sedangkan arti partisipasi menurut pendapat Keith Davis. yang
dikutip Santoso Sastropoetro berpendapat bahwa:

“Partisipasi adalah keterlibatan mental emosional yang mendorong
untuk memberikan sumbangan kepada tujuan atau cita-cita kelompok dan
bertanggung jawab terhadapnya”“

Sedangkan menurut pendapat T.B. Simatupang:
“ Partisipasi adalah kerjasama untuk mencapai tﬁjuan bersama
antara semua warga negara yang mempunyai latar belakang keyakinan

yang beraneka ragam dalam negara Pancasila atas dasar hak dan

10 sukamto, Beberapa Upaya Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembariginan
Desa, Arnaldis CSIS, Jakarta, 1983. Hal. 425.

1 gantoso Sastropoetro, Partisipasi, Komunikasi, Persuasidan Disiplin Dalam Pembarngunan
Nasional, Alumni, Bandung 1988
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kewajiban yang sama untuk memberikan kontribusi kepada masing-
masing untuk membina masa depan”

Selain itu Samtoso Sastropoetro juga berpendapat bahwa:
Partisipasi adalah keterlibatan spontan dengan kesadaran disertai

.tanggun‘g jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai twuan

» 13 ‘
bersama”.

Dari berbagi pendapat tersebut dapat disimpukan mengenai
pengertian atau definisi dari partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat
untuk turut serta membantu suatu prograxﬁ kegiatan masyarakat guna
mencapai tujuan bersama dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan
masing-masing tanpa berarti mengorbankan dirt.

Sélanjumya dengan melihat defenisi dan masing-masing yang
terkait dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam
pembangunan adalah keterlibatan seturuh anggota masyarakat secara aktif
dalam pembangunan, baik fisik, mental dan emosional sesuai dengan
kemampuan untuk mencapai tujuan.

Selanjutnya partisipasi masyarakat menurut pendapat Santoso
Sastropoetro dibagi kedalam tiga tahap atau bidang, yaitu:

a, - Dalam proses pengambilan keputusan atau perancanaan pembangunan

o

Dalam proses perencanaan program
¢. Dalam proses monitoring dan evaluasi terhadap program

pembangunan’*

" 2 TR Simatupang, Masalah-masalah Unitm Membina Pembanunan Dalam Masa Depan kita,
Arnaldis, Jakarta, 1983. Hal. 28

13 Santoso Sastropoetro, opceit, Hal 20

" Thid, Hal.21
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Selain itu Taliriduhun Darha juga berpendapat bahwa partisipasi
masyarakat itu meliputi:
A Partisipasi melalui kontak dengan pihak lain sesuai dengan salah satu
titik awal perubahan sosial.
b. Partisipasi dalam memperhatikan atau menyerap dan memberikan
_ tanggapan terhadap informasi, i)aik dalam arti menerima/mentaati atau
menerima dengan sja.rat maupun dalam arti men(;lak
¢. Partisipasi dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan
keputusan. Perasaan dalam perencanaan perlu ditumbuhkan, Partisipasi‘
ini discbut juga partisipasi dalam mengambil keputusan politik
menyangkut nasib mereka dan partisipasi yang bersifat teknis
d. Partisipasi dalam pelaksanaan opérasional pembangunan
e. Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil-
hasil pembangunan
f. Partisipasi dalam menilai hasil pembangunan yaitu keterlibatan
masﬁarakat dalam menilai sejauh hasilnya dapat memenuhi kebutuhan
masya:ra\]aca‘c]5

. Sebagai defenisi umum dapat dikatakan bahwa, partisipasi politik

kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara
langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah

(public policy). Karenan keputusan politik dibuat dan dilaksanakan oleh

55 Taliriduhu Ndraha, Pembangunan Desa Mempersiapkan Tinggal Landas, Renika Cipta, Tanpa
Kota, 1984, Hal. 103-104.
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pemerintak, maka warga masylarakat berhak ikut serta menentukan isi
keputusan politik. Jadi yang dimaksud dengan partisipasi. politik ialah
keikut sertaan warga negara biasa (yang tidak mempunyai kewenangan)
la  keputusan vyang menyangkut atau
‘mempengaruhi hidupnya.

Selanjutnya Herbert Mc Closky mengemukakan pendapat tentang
partisipasi politik, yaitu bahwa:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga
masyarakat melalui mana mercka mengambil bagian secara langsung
dalam proses pemilihan penguasa, dan dalam proses pembentukan
kebijakan umum™

Kemudian pendapat Norman H. Nie dan Sidey Verba dalam
Hondbook of Political Science, menyatakan bahwa:

“Partisispasi politik adalah kegiatan pribadi warga yang legal, yang
sedikit banyak bertujuan untuk mempengarvhi seleksi pejabat-pejabat
negara dan tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka”.

Dari pendapat-pendapat tentang partisipasi  politik yang
diutamakan adalah tindakan-tindakan, baik dari individu maupun
tampa paksaan yang bertujuan untuk mempengaruhi
keputusan-keputusan  atan kebijakan-kebijakan pemerintah, Namun
demikian, berbeda dengan pendapat diatas, Huntington dan Nelson

mengemukakan bahwa: A
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Partisipasi pb]itik adalah kegiatan warga negara yang bertindak
sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi
pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu
atau kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap atau sporatis:, secara
idamai atau secara kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Selanjutnya Huntington de;.n Nelson juga membedakan antara
partisipasi yang bersifat otonom (autonomous participation) dan partisipasi
dimobilisasi atau dikerahkan oleh pihak lain; atau disebut sebagai
partisipasi yang demokratis dan mandiri dan partisipasi yang disponsori,
dimanipulir dan digerakkan oleh pemerintah. Perbedaan antara keduanya
hanya jelas sekali dalam prinsip-prinsipnya, tetapi tidak dalam realitas.
Jadi partisipasi yang dimobilizied dan mandiri, tidaklah dibedakan secara
jelas dengan kategori dikotomi.

Dalam hubungan ini mungkin dikatakan bahwa hampir setiap
kegiatan partisipasi ada unsur tekanan, atau bahken dapat dikatakan
banyak partisipasi dalam sistem-sistem politik yang kompetitif dan
demokratis mengandung beberapa unsur tekanan dan manipulasi, akan
tetapi dinegara-negar:a demokrasi barat, tekanan semacam itu jauh lebih
sedikit dibandingkan dengan negara-negara komunis. Di negara-negara
berkembang terdapat kombinasi dari unsur-unsut sukarela dan unsur
manipulasi dengan berbagai bobot dan rasio.

Dari pendapat Hﬁntington dan Nelson, sérta didalam bukunya

Miriam Boediarjo, dapat dimengerti ternyata kegiatan atau tindakan yang
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tidak sukarelapun tercakup didalam rangkaian partisipasi politik. Karena
sukar sekali untuk m‘embedakan antara kegiatan yang benar-benar-sukarela
dan kegiatan yang dipaksakan, baik oleh penguasa maupun kelompok lain.
Kemudian partisipasi sebagal kegiatan, menurut Ramlan Surbakti, tidak
.ha'nya. berupa partisipasi aktif saja, tetapi juga terdapat partisipasi pasif
yang termasuk dalam kategori pa\rtisipasi aktif adalah mengajukan usul
mengenai  kebijakan, " membayar pajak dan memilih pemimpin
pemerintahan, Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori
partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah; menerima, dan
melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.

Dengan kata lain, partisipasi aktif berarti kegiatan yang berorientasi
pada proses input dan output politik. Disamping itu terdapat sejumlah
anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori partisipasi aktif
maupun partisipasi pasif karena mercka menganggap masyarakat dan
sisitem politik yang ada telah menyimpang, dari apa yang mereka cita-
citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput).

Tentang partisipasi politik, Almond mengawali pembahasannya
dengan menerangkan lima hal yang: menyebabkan meluasnya partisipasi
politik dalam dunia modem. Partisipasi itu bisa berbentuk konvensional
(voting, diskusi politik dan sebagainya) maupun non konvensional
(demonstrasi, tindak kekerasan dan sebagainya), selanjutnya ditanjukkan
faktor-faktor yang mempengaruhi keaktifan seseorang berpartisipasi dalam
politik, antara lain : pendidikan tinggi, status sosial, ekonomi, keanggotaan

dalam partai politik dan sebagainya.
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Partisipasi sebenarnya mempunyai banyak arti sehinga perlu
adanya penempatan kata dalam menentukan kegiatan. Apabila kita cermati
iebih jauh lagi sebenarnya kata partisipasi tersebut lebih dekat dengan
aktifitas atau kegiatan, keterlibatan, keikutsertaan dan turutnya seseorang
dalam suatu kegiatan. Menurut Myron Wainer paling tidak terdapat lima
ha}1 yang menyebabkan timbulnyz; gerakan kearah partisipasi lebih luas
dalam proses politik:

2. Modernisasi

b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial

¢. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern
d Konflik diantara kelompok-kelompok pemimpin politik

e. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial

Adapun macam-macam partisipasi politik yang terjadi di berbagai
negara dan berbagai waktu: “Konvensional” adalah bentuk partisipasi
politik yang “Normal” dalam demokrasi yang modemn. Bentuk “Non
Konvensional” termasuk beberapa yang mungkin legal (seperti petisi)
maupun yang ilegal, penuh kekerasan dan revolusioner. Bentuk-bentuk
frekuensi partisipasi politik dapat dipakai sebagai ukuran untuk menilai
stabilitas sistem politik, integritas kehidupan politik dan kepuasan atau

ketidak puasan warga negara.”®

16 Mochtar Mas’ced, Colin Mal Andreas, Perbandingan Sistem Politik, Gajah Mada University
Press, hal. 33-51.
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Tabel. Bentuk Partisipasi Politik

KONVENSIONAL NON KONVENSIONAL
Pemberian suara (voting) Pengajuan petist
Diskusi poliiik | Berdemonstrasi
Kegiatan kampanye Konfrontasi

Membentuk dan bergabung dalam | Mogok
kelompok kepentingan ‘ Tindak kekerasan politik
Komunikasi individual dengan pejabat { terhadap harta benda

politik dan administrative (perusakan, pembunuhan)

Perang gerilya dan revolusi

2. Pemilu

Pemilu merupakan sarana demokrasi pancasila yang dimaksudkan
untuk membentuk sistem kekuasaan negara yang berkedaulatan rakyat
dengan perrnusyaiwaratan atan perwakilan sesuai Konstitusi Undang-
Undang Dasar 1945. Dalam pemilu warga negara yang berhak memilih,
menyatakan kehendak politiknya dengan mendukung atau mengganti
personil dalam lembagé legislatif dan eksekutif untuk jangka waktu
tertentu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku'’

Menurut undang-undang No.12 tahun 2004 tentang pemilu, Bab I
Ketentuan Umum Pasal 1. Pemilihan umum yang selanjutnya disebut
pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

7 Marbun. BN, Kamus Politik, 2003
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Menurut pasal 2 Undang-undang tentang pémi]ihan umuﬁa,
pelaksanaan pemiliban umum berdasarkan asas langsung, umum, bebas,
rahasia, jwur, adil, transparan, edukatif, dan dapat . dipertanggung
jawabkan, Untuk menghasilkan pemilihan umum yang berkualitas dan
‘pada\' gilirannya akan membentut: lembaga perwakilan yang representatif,
maka asas pemililian vmum harus\ tetap dipertahankan. Dengan demikian
untuk terlaksanannya asas-asas pemilihan tersebut, maka dibutuhkaan
lembaga pelaksana~ dan pengawas pemilihan umum yang netral sehingga
dapat menjaga atauran main yang telah ditetapkan. Tanpa adanya
perangkat pelaksana dan pengawas yang netral dan komitmen terhadap
ilai-nilai demokrasi, kiranya pemilihan ymum akan sampai pada sasaran
yang akan diwujudkan. Oleh karena itu perlu dipertegaskan bahwa bukan
hanya sistemnya yang penting, namun juga terhadap proses pemilihan itu
senndiri harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan asas
pemilihan umum tersebut, di dalam pasal 21 ayat (3) Deklarasi Universal
Hak-hak Asasi Manusia ditegaskan:

Kemauan rakyat harus  menjadi- dasar kekuasaan pemierintah,
kemauan ita harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang
jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan
berkesamaan, scrta dengan permumgutan suara rahasia ataupun menuntut
cara-cara lain yang juga menjamin kebasan mengeluarkan suara.

Berdasarkan ketentuan Deklarasi Universal Hak-hak asasi manusia
tersebut, maka cukuplah jikalau asas dalam pemilihan umum  itu
menyangkut asas berka]a;, jujur, umum, berkesamaan, dan rahasia. Dengan

demikian pengembangan asas pemilihan umum sebagaimana dituangkan




30

di dalam RUU tentang pemilihan umum tersebut, pada hakikatnya
merupakan bentuk penambahan asas yang disesuaikan dengan pengalaman
penyelenggaraan pemilihan wmum yang cendrung tidak demokratis.
_ Masih berkaitan dengan asas pemilihan umum. Didalam Tap MPR
NO.IVMRJ1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1999-
2004 dan ketentuan pasal ZZE\ UUD 1945 mengamanatkan bahwa
penyelenggaraan pemiliban vmum dilaksanakan secara lebih berkualitas,
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan beradab. Berkaitan dengan
ketentuan semacam inilah, maka RUU tentang pemilihan dmum
mengembangkan asas pemilihan umum dengan sedemikian rupa. Adapun
pengertian dari asas-asas tersebut adalah:™®
a. Langsung: Seseorang pemilih memberikan suaranya tanpa perantara
orang lain sehingga terhindar dari kemungkinan manipulasi kahendak
oleh perantara, siapapun perantara itu. Kalaupun pemilth, yang
bersangkutan memberikan suaranya melalui jasa kantor pos, maka
petugas pos pun hanya meneruskan pilihannya dalam amplop tertutup
kepada alamat yang telah ditentukan. Asas langsung be.rarti hasil
penghitungan suara tingkat TPS yang telah memenuhi semua
persyaratan dan prosedur yang ditetapkan harus menjadi dasar
penetapan hasil pemiliahan umum keseluruhan. Penghitungan yang
dilaksanakan diatas tingkat TPS tidak boleh mengurangi hasil

perhitungan hasil perhitungan tingkat TPS dalam bentuk apapun dan
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oleh siapapun. Ini semua dimaksudkan untuk menjamin agar orang-
orang yang dipilih oleh rakyat yang berhak memilih yang terpilih
menjadi wakil rakyat.

. Umum: setiap warga negara tanpa pandang bulu. Apakah kaya atau
miskin, apapun suku, ras, dan agamanya, apapun warna (kastanya).
. Apapun jenis kelaminnya, apaﬁ)un tingkat pendidikannya, dimanapun
tempat tinggalnya (dalam atau laur negeri, di kota atau tempat
terpencil), cacat tubuh apapun yang disandangnya, apapun status
pérkawinannya, apapun jenis pekerjaanya( termasuk pegawail negri
sipil dan TNI dan Polr), dan apapun ideologinya yang
diperjuangkannya dalam bingkai Dasar Negara Pancasila dan UUD
1945, sepanjang telah memenuhi persyaratan objektif sepertl. umur
minimal, tidak hilang ingatan, hak pilihnya sedang dicabut berdasarkan
keputusan pengadilan, dan tidak sedang menjalani hukuman penjara
lima tahun atau lebih, memiliki hak pilih dan dipilih. Dalam UUD
1945, hal ini dirumuskan sebagai persamaan kedudukan setiap warga
negara di depan hukum dan pemerintah. Berdasarkan asas umum ini,
pengaturan proses pelaksanaan pemilu, Khususnya mengenai tata cara
pendafiaran pemilih dan pemungutan suara, harus memungkinkan
semua warga negara yang elijibel (berhak) memilih menggunakan hak
pilihnya.

. Bebas: mengandung dua pengertian, yaitu bebas untuk dan bebas dari.

Bebas untuk mengandung maksud setiap warga negara yang berhak
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memilih memiliki kebebasan menyatakan pendapat, aspi}asi dan
pilihannya, dan bebas untuk menghadiri/mendengarkan atau tidak
menghadiri/mendengarkan suatu kampanye partai Politik/Kandidat.
Bebas dari, mengandung maksud setiap warga negara bebas darn
intimidasi, dari paksaan dalam bertuk apapun, dan dari pelakuan
sewenang-wenang dari pihak r;lanapun dalam menentukan pilihannya.
Bagi partai politik peserta pemilu, asas “bebas” int juga mengandung
* maksud bebas untuk menyatakan pendapat secara lisan dan tulisan, dan
bebas 'berku;npu] dan berserikat, serta bebas dari intimidasi, paksaan,
. dan perlakuan sewenang-wenang dari pihak manapun.
. Rahasia: merupakan asas yang merujuk pada situasi dalam mana setiap
pemilih memberikan suaranya tanpa diketahui oleh siapapun. Kalau
ada orang lain mengetahui apa pilihan seorang pemilih, maka hal itu
hanya boleh terjadi persetujuan pemilih yang bersangkutan (misalnya
orang yang memerlukan tuntunan karena umur lanjut atau menyandang
cacat tertentu). Asas rahasia ini tentu tidak berlaku bila pemilih yang
bersangkutan sendiri, yaitu dengan kesadaran sendiri menyatakan
pilihannya kepada orang lain. Yang utama dalam hal yang tidak
memungkinkan orang lain mengetahui ‘apa pilihan yang diambil oleh
setiap pemilih.

Jujur: setiap tindakan pelaksanaan pemilu dangan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan etika dan moralitas

masyarakat, serta bebas dari praktek-praktek intimidasi, paksaan,
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manipulasi, penipuan, pembelian suara, dan korupsi. Hal ini tidak saja
berlaku bagi penyelenggara pemilu tetapi bagl peserta pemilu, para
kandidat, pemantau pemilu, para pemilih dan penegak hukum. Asas
kejujuran ini begitu penting sehingga tidak saja setiap peserta pemilu

mengutus wakilnya menjadi saksi pemilu tetapi dibuka kesempatan
~ yang luas Lembaga Pemantau ;Pemilu dari dalam dan luar negeri, dan
bagi para pemilih untuk memantau dan menyaksikan seluroh proses

" pelaksanaan pemilu.

Adil: setiap warga negara yang berhak memilih dan dipilih, setiap
partai polink peserta pemita atau kandidat dan setiap dactah,
diperlukan secara sama dan setara oleh setiap unsus penyelenggara
pemilu, seperti KPU dan instansi penegak hukum. Asas “adil” inl juga
berarti melakukan proses yang sama untuk kasus yang sama, menjamin
hasil yang sama untuk kasus vang sama, dan berbagai pihak yang
terlibat dalam kasus mendapat kesempatan yang sama untuk
mendengar versinya mengenai kasus tersebut. Agar setiap warga
negara yang berhak memilih memiliki kesempatan dan sarana yang
sama untuk berkompetisi mendapat simpati pemilih, maka adil juga
berarti secara aktif ditempuh upaya mencegah dominasi seseorang atan
perusahaan yang kaya terhadap suatu partai atau kandidat, dan
mencegah keberpihakan pemerintzh dan. birokrasi sipil dan tentara
kepada salah satu partal politik/kandidat. Pengaturan tentang dana
kampanye pemilu, misalnya merupakan upaya menjamin rasa adil

tersebut.
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g Akuntabilitas: Transparansi, pengaduan, dan -gugatein terhadap proses
pelaksanaan pemilu merupakan konsckuensi asas akuntabilitas. Asas
akuntabilitas dalam proses pelaksanaan pemila mengandqng artl
betapa setiap pihak yang terlibat dalam penyelenggara pemilu harus
mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan kewenangénnya
] kepada publik baik secara poli:cik maupun secara hukum. Bertanggung
jawab secara poliﬁk berarti setiap wnsur yang terlibat dalam
penyelenggaraan pemilu, seperti pelaksanaan pemilu, peserta pemilu
(pz;rtai politik dan calon) pemerintah dan birokrasi, penegak hukum,
dan pemantau pemily, wajib menjawab pertanyaan warga masyarakat
perihal fungsinya dan menjelaskan alasan tindakan yang diambilnya.
' Bertanggung jawab secara politik 'ini mengharuskan adanya
transparansi misalnya setiap tindakan yang ditakukan oleh pelaksana
pemili disaksikan secara jelas oleh orang lain, termasuk oleh saksi.
Bertanggung jawab secara hukum berarti setiap pihak yang diduga
melakukan pelanggaran hukum perihal asas-asas pemilu yang
demokratis wajib tunduk pada proses penegakan hm yang
berdasarkan asas praduga tak bersalah dan asas due process of low
yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).

. Edukatif agar pelaksanaan pemilu itu tidak saja demokratik secara
prosedural tetapi juga secara subtstantif, maka pelaksanaan pemilu

juga harus bersifat mendidik (edukatif) secara politik. GBHN 1999

menyebutkan hal ini sebagai pemilu yang beradab. Artinya para warga




negara yang berhak memilih tidak saja harus diperiakukan secara
manusiawi pada semua tahap pelaksanaan pemilu tetapi juga harus
diberi informasi perihal seluruh tahapan pelaksanaan pemilu selengkap
dan seakurat mungkin, sehingga pemilih dapat mengembil keputusan
berdasarkan kuantitas dan kualitas informal yang memadai. KPU
) hendaknya juga melaksanaka:n fungsi pendidikan pemilih (voters
edukcation) seperﬁ ini, sedangkan LSM dapat melaksanakan fungsi
" pendidikan politik dalam arti yang lebih luas (civic education).
Kampanye yang -dilakukan Pa;‘tai politik atau Calon harus dapat
menjadi arena pelajaran dan pencerdasan baik bagi para pemilih
maupun bagi Partai Politik atau para Calon.

Praktis: Asas Praktis (efisien dan lancar) mengandung maksud betapa
proses pelaksanaan pemilu dapat dilakukan oleh pelaksana pemilihan,
peserta pemilu, dan para pemilih baik dari segi waktu, biaya, tenaga
maupun organisasi dan tata kerja untuk melaksanakan semua tahap
pelaksanaan pemila. Asas ini sama pentingnya dengan kedelapan asas

.lainnya karena pada kenyataannya yang berlaku ialah asas pemilu yang

demokratik tetapi dapat dilaksanakan. Asas ini juga mengandung arti.

e

betapa seluruh tahap pelaksanaan pemilu tidek saja berlangsung sesual
dengan yang direncanakan baik dari segi jenis-jenis tindakan jadwal
waktu maupun dar segi aplikasi dan ‘pertanggungiawaban anggaran,
dan pengadaan serta .distribusi logistik pemilu, tetapi juga berlangsung

tanpa hambatan yang berarti dalam wujud apapun juga dari manapun.
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Komunikasi, transparansi, desentralisasi, spesialisasi, efesiensi,
koordinasi, dan monitoring serta kontrol menjadi faktor-faktor yang
sangat menentukan  kelancaran  pekerjaan  besar  berupa
penyelenggaraan pemilu.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri untuk r;nenyelenggarakan pemilu.
Pengawas pemilu adalah panitia pengawas pemilu yang melakukan
pengawasan terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu.
Peserta pemilu adalah partai politik dan perseorangan calon
anggota DPD, DPR, Capres dan Cawapres.
Secara umum tujuan pemilu adalah:
a. Melaksanakan kedaulatan rakyat.
b. Sebagai perwujudan hak azazi politik rakyat.
c. Untuk memilih wakil-wakil rakyat.
d. Melaksanakan penggantian personil pemerintahan secara damai aman
dan tertib ( secara konstitusional)

e. Membangun kesinambungan pembangunan nasional"

D. Defenisi Konsepsional
Konsep adalah: mereupakan unsur penelitian terpenting dan

merupakan defenisi yang dipakai oleh peneliti untuk mengambarkan secara

. 20
abstrak suatu fenomena sosial atau fenomena alam

¥ Budianto, Dasar-dasar Ilmu Tata Negara, hal. 181
20 Masrie) Singarimbun dan Sofian Effendi, metode penelitian Survei LP3ES, hal 23,



E. Definisi Operasional

Menurut Mastiel Singarimbun dan Sofian Effendi, definisi operasional

adalah merupakan suatu petunjuk tentang bagaimana suatu veriabel divkur’!

dengan kata lain definisi operasional adalah tidak lebih dari mengubah

kOnsep-koxisep ‘berupa kontrak, dengan kata-kata yang menggambrrkan

1

kebenarannya oleh orang lain (Koentjaraningrat,1991, hal. 23). Atfau

pemberitahuan  bagaimana caranya mengukur suatu  vatiabel defimist

opefasiona} dalam penelitian ini adalah sebagai bertkut
1. Motivasi turut berpartisipasi
a. Tentang mengenali calon Presiden dan Wakil Presiden
b. Keinginan diri melibatkan diri dalam politik
¢. Teuatang mempunyai kepentingan dan tujuan tertenta
d. Tentang mengerti visi,misi calon Presiden dan Wakil Presiden
2 Kesadaran untuk berpartisipasi
e. Mengenai kesadaran untuk berpartisipasi
f. Mengenai pihak yang mengajak dalam berpartisifasi
g Keterpaksaan dalam berpartisipasi
h. Tekanan atau hambatan dalam berpartisipasi
3. Wujud dan bentuk partisipasi
i, Mengenai sering mengikuti kampanye
j. Memberikan suara sudah cukup terwakili

k. Menjadi pengurus/anggato atan hanya sebagai simpatisan

21 Masciel Singarimbun dan Sofian Effendi, metode penclitian Survet LP3ES,hal 23.




D. Manfaat dari keikutsertaan berpartisipasi
1. Mengenai berpartisipasi dapat menyalurkan aspirasi
m. Mengenai berpartisipasi dapat kepuasan tersendin

n. Mengenai berpartisipasi menambah wawasan politik

E. Metode Penelitian
1. Tiljuan Penelitian
a. Untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama di bangku kuliah
dengan menerapkan metodologi  yang sesuwai  dengen lmu
pemerintahan dalam sebuah penelitian.
b. Untuk mengetahui sejauhinana partisipasi suku Koto Paliang, hal ini
dikarenakan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar, Riau satu-satunya

masyarakat Rian yang menganut Adat Minangkabau.

2. Manfaat Penelitian
a. Memperkaya ilmu pengetahuan pada umumnya dan llmu
Pemerintahan pada khususnya
b. Mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat suku Koto Paliang
dalam pemilihan Presiden pada pemilu 20 September 2004. serta
faktor-faktor yang mendorong dan melatar belakangi partisipasi
politiknya, termasuk kategori yang mana ( sangat rendah, rendah,

sedang, tinggi atau sangat tinggi), di Kasikan Tapung Hulu.
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3. Jenis Penelitian
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan bagaimana

partisipasi Thasyarakat suku Koto Paliang dalam pemilihan Presiden 20

-

September 2004 di Kasikan, Tapung Hulu. Oleh karena itu, penelitiar
'akan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif
analisis, yaitu memberikan gambar\an atau deskripsi mengenai bagaimana
partisipasi masyarakat suku Koto Paliang pada pemilu Presiden ﬁO
September 2004.

Yang dimaksud penclitian kualitatif menurut Bogdon dan Taylor
yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-
kata tértulis atau lisan dari orang yang diamati®

Penelitian dengan pendekatan kualitatif lebih menekankan
analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta analisis

terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamafi dan

menggunakan logika ilmiah.

4. Lokasi Penelitian dan pengambilan sampel
Peneclitian ini mengambil lokasi di Kasikan Tapung Hulu
Kabupaten Kampar Propinsi Riau, pengambilan lokasi tersebut dengan
beberapa pertimbangan yaitu bahwa di Tapung Hulu tersebut terdapat

suku yang menganut adat Minangkabau.

2 Bogdon dan Taylor, Dalam Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J. Moteong, Remija Rosda
Karya Bandung 1990 hal 3.
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Oleh karena itu penulis akan memfokuskan penelitian paaa
bagaimana partisipasi masyarakat suku Koto Paliang pada pemilu Presiden
20 September 2004.

_ Setelah melakukan pra survei di tokasi penelitian diketabui b hwa
jumlah suku Koto Paliang di Kasikan Tapung Hulu Kabupaten Kampar
sebanyak 4.537 jiwa, yang sudah memiliki hak pilih sebanyak 1.921 orang
m;:ngenai besarnya sampel diambil 10% cari jumiah populasi yaitu 194
orang responden yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang semuanya
berdomosili di Kasikan' Tapung Hulu Kabupaten Kampar Riau.

Sampel adalah sebagian individu dari populasi yang akan diselidika
dengan kata lain sampel sebagian dari jumlah keselurvhan populasi.
Dalam teknik pengambilan sampel ini menggunakan probality sampling
artinya bahwa éetiap individu atau wunit yang diambil dari populasi

mempunyai peluang yang sama untuk dipilih sebagai sampel >

5. Data dan Sumber Data
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner
dari para responden yang merupakan sﬁmber aslinya.
b. Data Sekunder.
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumentasi yang
berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang

diperlukan, dll.

2 Noeng muhadjir, Mctodologi Penelitian Kualitatif Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hal 1717
Zaenal Mustofa, 1995, Pengantar Statistik terapan Untuk Ekonomi, Edisi Kedua cetakan Pertama
cetakan Pertama, BPFE-UIL, Yogyakarta, hal 4. ' -




42

6. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini penyususn menggunakan beberapa teknik atau
metode pengumpuian data yaitu:

a. Kuesioner

Teknik ini merupakan suatu fakior yang berisikan serangkaian

_ daftar pertanyaan mengenai suatu hal atau suatu bidang. Dengan

demikian kuesioner Sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh

data berupa jawaban dari para re:sponden24

. Dokumentasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
mengadakan pencatatan atau pengambil alihan dokumen Yyang
berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Teknik ini digunakan

untuk mendapatkan tentang keadaan lokasi atau deskripsi sepert

monografi.

. Interview

Adalah merupakan salah satu metode pengumpulan data
dengan cara wawancara guna mendapatkan informasi dengan cara
mengadakan tanya jawab langsung dengan responden dan secara

sistematis seria berlandaskan pada tujuan penelitian.

2 Nasril singarimbun dan Sofian Effendi, 1995, Metode Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta, hal

145

’




7. Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir dalam bukunya menyatakan bahwa analisis data
merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil
(_)bservasi, wawancara dan lainya untuk meningkatkan pemahaman peneliti
.tentang' kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang
lain® '

Dalam penelitiaﬁ kualitatif para peneliti tidak mencari kebenaran
rr_ioralitas, tetapi lebih pada upanya pencarian pemahaman, karena
penelitian bersifat kulitatif, maka analisis data yang dilakukan juga
menggunakan analisis data kualitatif, yaitu suatu kegiatan yang mengacu
pada penelaahan atau pengujian yang sistematis, mengenai suatu hal dalam
rangka menentukan bagian-bagian itu, serta hubungan bagian-bagian itu
dalam keseluruhan bagian integralnya.

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah menggunakan

rumus interval yaitu:

1f, +2f, +1,
N

Dimana :

1 Indeks
F = Frekwensi

N = Jumlah sampel

% Noeng muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Rake Sarasin, Yogyakarta, 1989, hat 171.
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Sedangkan perhitunge;n interval dari nilai indek adalah sebagai berikut:

Skor tertinggi - skor terendah
Frekuensi

Interval =

%)

-1

r

I
- O

P
25

‘Maka dapat diketahui nilai dan bobot nilanya adalah :

1,00-1,66

Rendah !
1,67-233 = Sedang

234—300 = Tinggi




